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ABSTRAK

MUTIA RANI : (2010/53165) PELAKSANAAN PROGRAM BLM-P UMP
DALAM PEMBERDAYAAN USAHA NELAYAN SKALA
KECIL DI KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN
PESISIR SELATAN

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Permasalahalayan seperti jumlah
alat tangkap yang terbatas, pengetahuan nelayag ryaémm, masalah politik
sosial dan ekonomi. Kondisi ini sangat mempengakghidupan masyarakat
nelayan, sehingga nelayan selalu masuk dalam kategjoarga miskin. hal ini
akan dapat diatasi apabila pelaksanaan programgrgm yang bertujuan untuk
memberdayakan masyarakat nelayan dapat mengayangajak, menfasilitasi
dengan program - program yang mampu meningkatkamogki masyarakat
nelayan. Para pakar ekonomi sumberdaya melihatskéaman masyarakat pesisir,
khususnya nelayan lebih banyak disebabkan kardwearfaktor sosial ekonomi
yang terkait karakteristik sumberdaya serta tekgiol@ang digunakan. Dengan
potensi sumberdaya alam kelautan dan perikananlayah pesisir yang dimiliki
Kabupaten Pesisir Selatan, dan didukung melalugraa BLM PUMP oleh
Pemerintah, diharapkan permasalahan kompleks ydnaglapi oleh masyarakat
pesisir di daerah tersebut dapat terjawab.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitagihdan metode deskriptif.
Penelitian ini dilakukan di Kecamatan IV Jurai Kphten Pesisir Selatan yaitu
masyarakat nelayan, Dinas Kelautan dan Perikandwupéen Pesisir Selatan
serta Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir éeld®enentuan informan
ditentukan secarpurposive Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data
sekunder melalui wawancara dan studi dokumentgsikehbsahan dilakukan
dengan triangulasi kemudian data dianalisis demmgaa mereduksi data, display
data dan menarik kesimpulan selama penelitian wldak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program yéegtujuan untuk
memberdayakan masyarakat nelayan, mengayomi, nakngapenfasilitasi,
meningkatkan ekonomi masyarakat nelayan melalgraro BLM-PUMP secara
umum belum berjalan sesuai yang diingink&eperti masih terdapat kendala-
kendala internal maupun eksternal dalam pelaksapaagram BLM-PUMP,
sehingga perlu dilakukan perbaikan dan peningkdt&dam mencapai hasil yang
maksimal. Upaya yang dilakukan Kementrian Kelautan Perikanan dan Dinas
Kelautan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan dalangatasi kendala-kendala
dalam pelaksanaan program sosialisasi yang langstdibgrikan kepada
perorangan masyarakat nelayan diharapkan agar ma#ayanelayan lebih
memahami prosedur pelaksanaan program.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara maritim yang terdis 4A506 pulau dengan
panjang pantai 81.000 Km. Luas perairan laut led@n sekitar 5,8 juta Kmz2,
yang terdiri atas 2,8 juta Knperairan teritorial 0,3 juta km2 laut pedalaman da
2,7 juta km2 Zona Ekonomi Eksekutif. Dilihat daasio luas wilayah daratan
Indonesia dengan luas wilayah laut, luas wilayal ladonesia mencapai tiga
perempat bagian dari luas keseluruhan wilayah lesiarSementara tingkat
pemanfaatannya baru mencapai 57%. Bengen dan &aal dalam saefuddin
dan Rizal (2002) menyatakan bahwa hingga saatip@rkirakan lebih kurang
65% masyarakat Indonesia bermukim di wilayah pesian 2,8% diantaranya
merupakan masyarakat nelayan.(Sumber :Direktorateial Kelautan,Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil 2007)

Masyarakat pesisir memiliki problem hidup dan ritkehidupan yang khas
selain dihadapkan pada keadaan alam yang kerasyarakat pesisir yang
umumnya didominasi oleh nelayan merupakan kelonmpagyarakat yang masih
berkutat dalam permasalahan di bidang ekonomi. Umyanpermasalahan hidup
masyarakat pesisir berkisar dalam permodalan yanwh, penghasilan yamg
tidak menentu karena hasil tangkapan yang berfagktidan posisi tawar yang
lemah baik dalam hal pengadaan input produksi nraoptput produksi.

(Sumber :Direktorat Jenderal Kelautan, PesisirRlalau-Pulau Kecil 2007).
Di bidang sumberdaya manusia, sampai saat ini &ebagesar usaha

perikanan Indonesia masih terdiri dari usaha peeahkaskala kecil yang dilakukan



oleh nelayan dengan tingkat pendidikan dan ketetamprendah serta
penguasaan sumberdaya, tekologi dan modal yangthsrBebagian diantaranya
masih berada di bawah garis kemiskinan, khususmy&y yberstatus nelayan
buruh. Hal itu dapat dilihat dari struktur armads@ngkapan perikanan laut yang
sebagian besar, yakni 60% terdiri dari perahu tammdor yang umumnya
beroperasi pada daerah-daerah pantai seperti tiipdtara Jawa-Selat Bali,Selat
Malaka dan Pantai Barat Sulawesi Selatan (Sumbd&irektorat Jenderal
Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 2007).

Menurut Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir Pdralau Kecil (2007), misi
pembangunan perikanan adalah (a) Pengelolaan sdayaemperikanan yang
berkelanjutan, (b) Pemberdayaan dan peningkatasejdt#eraan nelayan, (c)
peningkatan penyediaan bahan pangan sumber pioé@iani dan bahan baku
industri di dalam negeri serta ekspor, (d) peneaiptklim usaha yang kondusif
bagi peran serta masyarakat dalam pengembangakaman (f) pemulihan
potensi sumberdaya ikan dan lingkungannya, (g) ngiw@itan kualitas

sumberdaya manusia perikanan.

Kenyataan ini merupakan suatu potensi yang sangsdribagi Kabupaten
Pesisir Selatan untuk dapat mensejahterakan rakyalengan sumberdaya alam
yang terkandung di dalamnya. Namun hal ini belunmma untuk menjadikan
Kabupaten Pesisir Selatan menjelma menjadi suatalddahari yang besar dan
mandiri, hal ini dibuktikan dengan kehidupan maaiat di Kabupaten Pesisir
Selatan yang berprofesi sebagai nelayan masih cbkuagak hidup di bawah

garis kemiskinan. Banyak faktor yang menjadi peapelterjadinya kondisi



seperti tersebut diatas baik secara strukturaliutall bahkan secara alamiah.
Salah satu penyebab nelayan di Kabupaten PesisitaBddanyak yang hidup di
bawah garis kemiskinan adalah keterbatasan sammgrdsarana penangkapan,
disamping banyak permasalahan lain seperti kdtesba modal dan kualitas
sumberdaya manusia. Inilah yang membuat penyebabisk@an nelayan
menjadi sangat kompleks karenanya dibutuhkan giragbijakan pembangunan
yang efektif dan komprehensif.Oleh karena itu padanya perubahan paradigma
dan praktek pembangunan kelautan dan perikanaryalagi semata — mata hanya
mengejar pertumbuhan ekonomi menjadi paradigma peguman yang dapat
menghasilkan kesejahteraan berkelanjutan bagigeleku pembangunan secara

adil dan terpeliharanya daya dukung dan kualitegklingan secara seimbang.

Kehidupan masyarakat nelayan Kabupaten PesitataBetermasuk salah
satu faktor pendukung dalam keberlangsungan pembangnasional di sektor
kelautan dan perikanan. Dengan potensi sumberdaya yang dimiliki namun
hal tersebut tidak mendukung peningkatan kesemdute perekonomian
masyarakat nelayan. Dalam peningkatan pembangue&torskelautan dan
perikanan petugas dan masyarakat perlu mendapabatizr, sehingga
transpormasi dan adopsi ilmu pengetahuan dan peribingan dan pembinaan

dari penyuluh perikanan secara teratur dan ber&kegiongan.

Kondisi Nelayan Kabupaten Pesisir Selatan padant&@i?2 tercatat dalam
Buku Data Statistik Kelautan dan Perikanan Kabup&esisir Selatan, jumlah
nelayan secara keseluruhan adalah 20,288 jiwaagerbenjadi 2, yakni status

nelayan penuh berjumlah 13.789 jiwa dan statusyaelssambilan berjumlah



5.125 jiwa. Jumlah Petani ikan sebanyak 1.374 jiwadangkan jumlah alat
penangkapan ikan menurut jenis alat tangkap ikanggueakan pukat kantong
Payang sebanyak 225 buah, pukat pantai 238 buehg Jasang hanyut 296
buah, jaring insang tetap 296 buah, trammet nearsglk 215 buah, bagan
menggunakan perahu sebanyak 68 buah, bagan mesibub®, menggunakan
alat pancing rawai tetap 31 buah, pancing tondab2@®, pancing lain 734 buah.
Sedangkan nelayan yang menggunakan perahu/kapi om@nangkap ikan ada
beragam, diantaranya kapal jukung sebanyak 88pemiahu papan kecil 148 unit,
perahu papan sedang 164 unit, perahu papan beésarit3 motor tempel 1.576
unit. (sumber : BPS kab. Pesisir Selatan, Tahui2R01
Untuk melihat data masyarakat miskin di Kabupatesigir selatan khususnya
di Kecamatan IV Jurai adalah sebagai berikut :
Tabel 1.1

Data Masyarakat Miskin di Kecamatan IV Jurai
Kab. Pesisir Selatan

No Nama Desa Jumlah Total
Sangat| Miski | Hampir | Rumah Tangga
Miskin n Miskin | Miskin Lainya
1 | Salido 13 24 85 246 368
2 | Painan 31 53 120 277 481
3 | Lumpo 42 97 258 615 1,012
4 | Tambang 36 65 149 256 509
5 | Bungo Pasang 13 33 119 406 571
Salido
6 | Sago Salido 12 15 66 160 253
147 287 797 1,963 3,194

SumbemBPS Kab. Pesisir Selatan. Tahun 2013

Berdasarkan data yang diberikan oleh Badan Pusdisti¢ Kecamatan IV
Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2013, jurmabyarakat yang miskin

totalnya adalah 3,194 Mayarakat Miskin (tiga rémmatus sembilan pulug empat)



yang terbagi atas empat kategoti yaitu, Sangat iMi&kM), Miskin (M), Hampir
Miskin (HM), Rumah Tangga Miskin Lainnya (RML), dapdilihat di Nagari
Salido terdapat tolah Rumah Tangga Miskin adala@hMNB&kin, di Nagari Painan
terdapat 481 Rumah Tangga Miskin, di Nagari Lumgaldpat 1,012 Rumah
Tangga Miskin, Nagari Tambang 509 Rumah Tangga ikliski Nagari Bungo
Pasang Salido 571 Rumah Tangga Miskin, dan di N&mgo Salido terdapat

253 Rumah Tangga Miskin.

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa kedam kerja dan
kemiskinan nelayan merupakan isu pokok yang pedandapatkan penanganan
secara komprehenship.Penerapan rajim terbuka (ape#s) dalam pengelolaan
sumber daya perikanan memungkinkan setiap orangt dagrpredikat sebagai
nelayan meskipun sesungguhnya tidak memiliki pemgah dan kecakapan
sebagaimana layaknya seorang nelayan. Hal ini membleerbagai implikasi
antara lain seperti pertumbuhan jumlah nelayanitngal proses pembinaan
nelayan secara tepat sasaran dan eksploitasi sudalyer ikan secara tidak
terkendali. Kondisi ini sangat mempengaruhi upaymimpgkatan pendapatan
nelayan dan keluarganya secara berkelanjutan, gghinelayan selalu masuk

dalam kategori keluarga miskin.

Semakin berkembangnya populasi penduduk dan peatmgkkesadaran
pemenuhan gizi makanan mengakibatkan peningkatamimqtaan pasar ikan
dalam dan luar negeri.Dalam pemenuhan kebutuhaehier tidak bisa hanya
dipenuhi dari hasil perikanan tangkap yang hasilogaderung menurun dari

tahun ke tahun. Akan tetapi perlu didukung darihas@udidaya yang mulai



dirintis penerapannya di masyarakat melalui pendaydian ikan karena hal ini
sangat didukung dengan potensi daerah yang dinolédh daerah ini dimana
hampir 76 % merupakan wilayah laut serta didukungngdn telah

berkembangnya teknologi dalam kegiatan kerambagaapung, rumput laut,
tambak dan kolam air tawar. Pengembangkan usaii@pan baik penangkapan
maupun budidaya perlu didukung oleh infrastuktungyaerpadu dan saling
melengkapi.Pada usaha penangkapan sudah dilengl@pjan sarana dan
prasarana seperti pabrik es, cold storage, pabekggahan, pangkalan
pendaratan ikan, laboratorium, pangkalan pembud#anperawatan kapal ikan
serta Tempat Pelelangan lkan (TPI).Sedangkanusadiiddya diperlukan lahan
yang produktif, pabrik pakan (distributor), pabfiengelolahanhatchery dan

pasilitas pendukung lainya.Untuk pemenuhan berbagaastruktur tersebut
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten PesisirteBelaekerjasama dengan
Instansi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusgiaikan pengembangan
sumberdaya kelautan dan perikanan Kabupaten P&méatan dilandasi oleh
Otonomisasi Daerah dengan diberikan kewenangan pdaerah untuk

memanfaatkan dan mengelola kekayaan laut yangiatisedhh ini.

Para pakar ekonomi sumberdaya melihat kemiskinasyamnakat pesisir,
khususnya nelayan lebih banyak disebabkan kardwearfaktor sosial ekonomi
yang terkait karakteristik sumberdaya serta tekyiolang digunakan.Faktor-

faktor yang dimaksud membuat sehingga nelayan tigtlgm kemiskinannya.

Smith ( 2005 : 35 ) yang mengadakan kajian pembzanguerikanan di

berbagai Negara Asia serta Anderson yang melakykaginnegara-negara Eropa



dan Amerika Utara tiba pada kesimpulan bahwa kekalaset perikanafixity

and rigidity of fishing assetg)dalah alasan utama kenapa nelayan tetap tinggal
atau bergelut dengan kemiskinan dan sepertiny& tdia upaya mereka untuk
keluar dari kemiskinan itu. Kekakuan asset tersedmdlah karena sifat aset
perikanan yang begitu rupa sehingga sulit untuikuddasi atau diubah bentuk
dan fungsinya untuk digunakan bagi kepentingan. l&kibatnya pada saat
produktivitas aset tersebut rendah, nelayan tidaknpuuntuk mengalih fungsikan
atau melikuidasi aset tersebut.Karena itu, meskipadah produktivitas, nelayan
tetap melakukan operasi penangkapan ikan yang ggshnya tidak lagi efisien

secara ekonomis.

Smith ( 2005 : 25 ) mengajukan argumen lain yai@hva nelayan
tetaptinggal pada industri perikanan karena rengilbpportunity costmereka.
Opportunity costnelayan, menurut definisi, adalah kemungkinan atiéernatif
kegiatan atau usaha ekonomi lain yang terbaik ydagat diperoleh selain
menangkap ikan. Dengan kata laopportunity costadalah kemungkinan lain
yang bisa dikerjakan nelayan bila saja mereka tidenangkap ikan. Bila
opportunity cosrendah maka nelayan cenderung tetap melaksanakdianya

meskipun usaha tersebut tidak lagi menguntungkarefisien.

Ada juga argumen yang mengatakan bahegportunity costnelayan,
khususnya dinegara berkembang, sangat kecil dadenamy mendekati nihil.
Bila demikian maka nelayan tidak punya pilihan lasebagai mata
pencahariannya. Dengan demikian apa yang terjatiiyan tetap bekerja sebagai

nelayan karena hanya itu yang bisa dikerjakan.



Panayotou( 2002 : 21 ) mengatakan bahwa nelayap teau tinggal dalam
kemiskinankarena kehendaknya untuk menjalani kelaidutu preference for a
particular way of lif§. Pendapat Panayotou ini dikalimatkan oleh Suldate
Abdullah dengan menekankan bahwa nelayan lebihngememiliki kepuasaan
hidup yang bisa diperolehnya dari menangkap ikambdkan berlaku sebagai
pelaku yang semata-mata beorientasi pada peninggatedapatan.Kareweay of
life yang demikian maka apapun yang terjadi dengan keaga, hal tersebut
tidak dianggap sebagai masalah bagWiay of lifesangat sukar dirubah. Karena
itu maka meskipun menurut pandangan orang lainyaelahidup dalam
kemiskinan, bagi nelayan itu bukan kemiskinan d&sa lsaja mereka merasa

bahagia dengan kehidupan itu.

Kusnadi ( 2009 : 10 ) mengidentifikasi sebab-sgib@tnk yang menimbulkan

kemiskinan nelayan:

a. Belum adanya kebijakan dan aplikasi pembangunaragam pesisir dan
masyarakat nelayan yang terintegrasi atau terpaduntdra para pelaku
pembangunan.

b. Menjaga konsistensi kuantitas produksi (hasil tapyksehingga aktivitas
social ekonomi perikanan di desa-desa nelayanrgslang terus.

c. Masalah isolasi geografis desa nelayan, sehinggayutitkan keluar
masuk barang, jasa, kapital, dan manusia. Berimgliknelambatkan
dinamika sosial, ekonomi, dan budaya masyarakatagl

d. Keterbatasan modal usaha atau investasi sehingggulitkan nelayan

meningkatkan kegiatan ekonomi perikanannya.



e. Adanya relasi sosial ekononiieksploitatif” dengan pemilik perahu

danpedagang perantara (tengkulak) dalam kehidupagarakat nelayan.

f. Rendahnya tingkat pendapatan rumah tangga nelabandampak

sulitnyapeningkatan skala usaha dan perbaikant&adlidup

g. Kesejahteraan sosial nelayan yang rendah sehinggmpengaruhi

mobilitas social mereka

h. Lemah karsa.

Selanjutnya masyarakat nelayan menghadapi sejumdesalah politik, sosial
dan ekonomi yang kompleks. Masalah-masalah tersgibntaranya adalah 1)
kemiskinan, kesenjangan sosial, dan tekanan-tekaek@momi yang datang setiap
saat, 2) keterbatasan akses modal, teknologi dsar,psehingga mempengaruhi
dinamika usaha, 3) kelemahan fungsi kelembagaaal ss®nomi yang ada, 4)
kualitas SDM yang rendah sebagai akibat keterbateesieses pendidikan,
kesehatan,dan pelayanan publik, 5) degradasi sdlayeerlingkungan, baik di
kawasan pesisir, laut maupun pulau-pulau kecil, @abelum kuatnya kebijakan
yang berorientasi pada kemaritiman sebagai pilamatpembangunan nasional
(Kusnadi 2009 : 10).

Menurut Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tenRerkanan, bahwa
perairan yang berada dalam kedaulatan Negara Kes&epublik Indonesia dan
Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta laut lepasgandung sumber daya ikan
yang potensial dan sebagai lahan pembudidayaanniempakan berkah dari
Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bammaesia yang memiliki
falsafah hidup Pancasila dan Undang-Undang DasgardeRepublik Indonesia

Tahun 1945, denganmemperhatikan daya dukung yaagdad kelestariannya
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untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi keseggahtelan kemakmuran rakyat
Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 nekga bahwa
kewenangan kabupaten kota untuk mengelola sumlkendgyah laut sepertiga
dari kewenangan provinsi 12 mil yang meliputi kewmegan eksplorasi,
eksploitasi, konservasi, pengelolaan sumberdaya dkn tanggung jawab untuk
melestarikannya. Pengelolaan kawasan konservasi tilegaskan pada Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang PengelolaarsiPesin Pulau — Pulau

Kecil.

Berlembaga atau berkelompok merupakan salah setwnotuk meningkatkan
produktivitas ekonomi maupun status sosial. Menttusnadi (2009 : 32-33)
berlembaga atau berorganisasi dapat 1) memperkessmpuan sumberdaya
dan meningkatkan skala usaha ekonomi kolektif ydimgiliki masyarakat, 2)
meningkatkan posisi tawar kolektif dalam mengaksedal, pasar, teknologi dan
kebijakan, 3) mengembangkan kemampuan koordinaskedga sama kemitraan
dalam pengelolaan kegiatan ekonomi kolektif untulendukung dinamika
ekonomi kawasan, dan 4) memudahkan pengontrolanadep perjalanan

ekonomi bersama.

Kabupaten Pesisir Selatan merupakan salah satateafaksanaan kegiatan
program Bantuan Langsung Masyarakat PengembangahalUMina Pedesaan
(BLM PUMP) yang menjadikan sektor Kelautan dan IReran sebagai sektor
andalan di dalam pembangunan daerah KabupatenrPesiatan. Berdasarkan

survei Dirtjen Perikanan Tangkap, sektor kelautan gerikanan Kabupaten
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Pesisir Selatan memiliki potensi lestari rata-ré4a864 ton per tahun. Dengan
Jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP) sebanyak R3#, dengan jumlah
nelayan pada tahun 2012 sebesar 20,288 jiwaajumlat penangkapan ikan
2,719 buah, tingkat produksi sektor kelautan denmikpnan di Kabupaten Pesisir

Selatan adalah 31,880.7 ton dari potensi lahan gtanidjki oleh kabupaten ini.

( Sumber : Departemen Kelautan dan Perikanan, 2002)

Permasalahan nelayan memang sangat komplit, hahkian dapat diatasi
apabila pelaksanaan program — program yang bentuwumsuk memberdayakan
masyarakat nelayan dapat mengayomi, mengajak, si#tafsi dengan program-

program yang mampu meningkatkan ekonomi masyaredayan.

Dengan potensi sumberdaya alam kelautan dan parikdnwilayah pesisir
yang dimiliki Kabupaten Pesisir Selatan, dan didwgkumelalui program BLM
PUMP oleh Pemerintah, diharapkan permasalahan leis®pglang dihadapi oleh
masyarakat pesisir di daerah tersebut dapat tdsjaWatuk melihat bagaimana
pelaksanaan program BLM PUMP yang di laksanakaKetiamatan IV Jurai

Kabupaten Pesisir Selatan maka dilakukan penelitian

Dengan melihat latar belakang seperti disebutkataslj maka penulis sangat
tertarik untuk mengadakan penelitian tentaiiRelaksanaan Program Bantuan
Langsung Masyarakat-Pengembangan Usaha Mina PedesaéBLM-PUMP)
dalam Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil di Kamatan IV Jurai

Kabupaten Pesisir Selatan.”
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B. Identifikasi Masalah.

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diidkasilkkan beberapa persoalan
dalam Pelaksanaan Program BLM-PUMPdalam Pembeadaysaha Nelayan

Skala Kecil di Kecamatan IV Jurai Kabupaten PeSsiatan:

a) Kurang nya sarana dan prasarana masyarakat nelayan berada di
Kecamatan IV Jurai sehingga menyebabkan keterlmatessil tangkapan
ikan yang didapat.

b) Keterbatasanmodal dan kualitas sumberdaya manwssgarakat nelayan
dalam memberdayakan dirinya sendiri.

c) Kurangnya kesempatan kerja masyarakat nelayanggghimenjadi salah
satu penyebab kemisikinan nelayan.

d) Keterbatasan alat tangkapan masyarakat dalam nkelakpenangkapan
ikan ke tengah laut.

C. Batasan Masalah.

Program BLM-PUMP memiliki 3 (tiga) bidang, yaituefikanan Tangkap,
Budidaya, dan Pengolahan. Batasan dalam masalaklit@en ini adalah
melihatbagaimana Pelaksanaan Program BLM-PUMP daRemberdayaan
Usaha Nelayan Skala Kecil di Kecamatan IV Jurai i{sten Pesisir Selatan, di

bidang Perikanan Tangkap.
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D. Rumusan Masalah.
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskaalah sebagai berikut :

a) Bagaimana pelaksanaan Program BLM-PUMP di Kecam#&fadurai
Kabupaten PesisirSelatan?

b) Bagaimanadampak pelaksanaanProgram BLM-PUMP tephawdsyrakat
nelayan di Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisat&e?

c) Bagaimana kendala yang dihadapi oleh Pemerintamadap pelaksanaan
program BLM-PUMP di Kecamatan IV Jurai Kabupatesifie Selatan?

d) Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh Pembpritetikait dalam
menghadapi kendala-kendala yang dihadapi Pemertetabbut dalam
pelaksanaanprogram BLM-PUMP di Kecamatan IV Jurabwpaten
Pesisir Selatan?

E. Fokus Penelitian.

Dengan keterbatasan penulis dalam melakukan panelibi, dengan
mengingat keterbatasan waktu ,tenaga, biaya dandiapangan, maka penulis
membatasi fokus penelitian ini tentang bagaimahersmnya Pelaksanaa BLM-
PUMP di Kecamatan IVJurai Kabupaten Pesisir Sela@am pengembangan
usaha nelayan untuk meningkatkan pendapatan daejakésraan nelayan.
bagaimana pelaksanaanya, bagaimana dampaknya daprhadsyarakat, dan

bagaimana kendala dan upaya dalam pelaksanaaraprogrsebut.
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F. Tujuan Penelitian.

Dari latar belakang dan rumusan masalah yang tdildmukakan di atas

dapat ditetapkan tujuan penelitian sebagai berikut:

a) Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Program BUMP di
Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.

b) Mengetahui dampak dari pelaksanaan BLM-PUMP tenhadasyarakat
nelayan di Kecamatan IV Jurai Kabupaten PesisatSel

c) Mengidentifikasikan kendala-kendala yang ditemulana pelaksanaan
program BLM-PUMPdi Kecamatan IV Jurai Kabupatesigie Selatan.

d) Mengetahui upaya-upaya yang dilakukan dalam petakesa Program
BLM-PUMPdi Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisiagei.

G. Manfaat penelitian.

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian maga lain:

a) Manfaat secara teoritis penelitian ini diharapkaampu memberikan
sumbangan dalam pengembangan ilmu ekonomi, khusyssya bidang
manajemen keuangan.

b) Manfaat secara praktis penelitian ini diharapkapatianenjadi input bagi
perusahaan dalam mengidentifikasikan variabel ykapgat mempengaruhi
pendapatan nelayan dalam menentukan kebijakan lyarkgitan dengan
Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM).

c) Sebagai bahan referensi dan acuan bagi peneljtitdenyang berkaitan

dengan BLM-PUMP kedepanya.
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BAB I

KAJIAN KEPUSTAKAAN
A. Kajian Teori
1. Konsep Pemberdayaan Masyarakat
a. Konsep pemberdayaan
Menurut Syarif Makmur ( 2008 : 171 ) pemberdayaagrujuk kepada 2

kecendrungan ( 1) proses pemberdayaan yang beawikepada proses dalam
memberikan kekuatan dan kemampuan agar seseaghilg rhenjadi berdaya
( 2 ) pemberdayaan cendrung kepada pemberian asotivdorongan kepada

individu dalam menentukan hidupnya.

Menurut Rondineli dalam Soetomo ( 2006 : 322 ) hkahwntuk
meningakatkan sumber daya manusia sebagai suasefkalalam pembangunan
dan pemberdayaan oleh para pemikir-pemikir di reegagara berkembang
mengatakan bahwa memaksimalkan pertumbuhan ekotidak lagi menjadi
tujuan utama, hal yang paling mendesak adalahnigéhciptakan lapangan kerja,
(2) mendorong perkembangan sosial, (3) merata kiempdakonomian nasional
guna memperkecil kesejangan pendapatan.

Konsep pemberdayaan menurut Edi Suharto ( 2038 ) mengatakan
bahwa pemberdayaan merujuk kepada bagaimana keraangmseorang yang
ditujukan kepada kelompok rentan dan kelompok lensghingga mereka bisa
memiliki kemapuan dan kekutaan dalam ( a ) memekailiki kebebasan yang
mencakup segala hal yaitu bebas dalam mengemukadwadapat, bebas dari

kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dalam maeipekesehatan (b)
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mendapatkan sumber-sumber produktif yang bisa mgkatkan pendapatan
dalam memperoleh barang dan jasa yang diperlukan.

Menurut Soekidjo Notoatmodjo ( 1998 : 22 ) bahwanpangunan dalam
sutau bangsa itu harus ada dua aspek pokok y@jusumber daya manusia, (b)
sumber daya alam, lalu soekidjo mengatakan bahvwaraakedua komponen
tersebut sumber daya manusia merupakan kompenen paling terpenting.
Sumber daya manusia juga memiliki 2 aspek yaitspeh fisik dan aspek non-
fisikk yang menyangkut kemampuan berfikir, kemampuaekerja dan
keterampilan-keterampilan. Dalam mengembangkan sumidya manusia harus

ada hal-hal yang harus dipenuhi antara lain :

1. Kebutuhan Fisiologis, menyangkut tentang kebutupakok yang
bersifat fisik, kebutuhan akan pangan, sandang,ugEnan yang
sehat.

2. Kebutuhan jaminan keamanan, meliputi manusia iginiflebas dari
ancaman, maka dari itu Pemerintah memiliki kewajibdalam
memberikan rasa aman tersebut.

3. Kebutuhan yang bersifat pengakuan atau penghargaanusia itu

memiliki hakikat yang bahwa mereka butuh dihardaaiga diri ).

Pemberdayaan adalah menjadikan sesuatu yanghketdaya menjadi
lebih berdaya sehingga mempunyai kekuatan dan rk@o@n. Khususnya
masalah yang sering dihadapi oleh masyarakat arelagrmasalahan tersebut
merupakan permasalahan yang sulit untuk di selesaskeperti kesehatan, gizi,

ekonomi dan tenaga kerja.



17

Pemberdayaan merupakan sebuah proses dalam merngama untuk
memperkuat atau memberikan keberadaan pada seblahpok atau individu
individu yang tidak berdaya sehingga mengalakéterbelakangan, dan
kemiskinan sehingga dalam mewujudkan sebuah pelaean harus merunjuk
kepada hasil dalam mencapai sebuah perubahan gasig lebih baik dari

sebelumnya.

Tujuan dari pembangunan adalah untuk meningkatkarber daya manusia.
Dalam melakukan pemberdayaan ada hal yang harasglib dari manusia itu
sendiri sehingga dapat meningkatkan kuliatas@agar manusia itu menjadi
manusia pembangunan ada beberapa ciri manuspembagunan menurut

Soelo Soermadjan dalam Desive Zuraida dkk ( 1$eB) yaitu :

1. Manusia itu tidak boleh menyerah terhadap nasibnudia itu harus
memiliki kepercayaan untuk membangun dirinya seseiningga tidak
pasif dalam memperbaiki nasibnya sendiri.

2. Manusia pembangunan memiliki keinginan yang kuattukin
memperbaiki nasib, sehingga ia mampu mengatur damparbaiki
nasibnya sendiri.

3. Manusia pembangunan memilki watak yang dinamisnggjai dia (a)
pandaimemanfaatkan setiap kesempatan yang mengaturdirinya
(b) mampu memecahkan setiap persoalan hidup ydraglabpinya (c)
selalu siap menghadapi setiap perubahan-perubabka sudaya.

4. Antara manusia yang satu dengan manusia lain nieakkerja sama

atas dasar penghormatan hak dan kewajiban.
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5. Manusia pembangunan memiliki watak yang bermorajdi, dengan
moral yang tinggi ia mampu menepati janji peka addp hak dan

kepentingan orang lain

Strategiyanglebih
efektifdalampembangunansebagaisebuahwujuddalampeayaansebaiknya
lebihdiprioritaskankepadatujuan dalammemenuhi kdian pokok sebab
kebutuhan pokok adalahsebagaisuatukomponen yamg@ipoleh masyarakat

adalah hal yang sangat perlu tersedia oleh setéagmgo

Menurut Pudjiwati Sagjogyo(1983 :7)ada beberapadekatan sumber
daya manusia dalam memperhatikan pembangunan sgialomi dengan

memperhatikan beberapa aspek :

1. Bagaimana meningkatkan mutu sumber daya manusiaigiaaitu:
tingkat pendidikan ( pendidikan formal, non forrdah juga informal )
tingkat kesehatan gizi, aspresiasi terhadap berglsional dan disiplin
kerja.

2. Bagaimana mengembangkan penggunaan sumber dayssianaiu
dengan memperbesar kesempatan bekerja memperbgih, u
memperbaiki perlindungan kerja.

3. Bagaimana mengembangkan orientasi kelembagaanmgandukung

usaha pembangunan baik yang dilakukan oleh swasdapum

Pemerintahan.
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MenurutMulyadiS ( 2003 : 22-23) mengatakan ada tzgize kebijakan
yang bisa diterapkan dalam konsep pemberdayaampé@angunan antara

lain :

1. Pembangunan pendidikan akan memperhatikan arah gonguian
ekonomi di masa akan mendatang, sehingga mampu awein]
perkembangan zaman dan permintaan pasar kerjaggahmampu
memenuhi berbagai kebutuhan.

2. Menanamkan budaya hidup sehat, memberikan perhasara
memperluas cakupan dan mutu pelayanan kesehatdanter kepada
penduduk miskin dan daerah terpencil.

3. Memberikanketerampilan kepada masyarakat miskimuméuhkan
sikap produktif, serta mendorong semangat gontamygprg dan
kemandirian sehingga mampu melepaskan diri daristenan.

4. Mendukungprogram keluarga berencana sehingga mamgnekan
laju pertumbuhan penduduk agar tercapainya keseigalbakepadatan

penduduk.

Menurut The Kian Wie ( 1981 : 30 ) bahwa dalamlaks&anakan
pemberdayaandalamperencanaan pembangunanada bebgrapdekatan

dalammemenuhikebutuhan dasar yaitu:

1. Mencakupkebutuhankonsumsiperorangan(personal cdgumigem )

seperti pangan, sandang , dan konsumen.
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2. Menyangkut tentang perencanaan umum yang mendagertis :
fasilitas kesehatan, pendidikan, saluran air minpemgangkutan dan
kebudayaan.

3. Hak atas pekerjaan produktif sehingga memberikarbaian
yangdapatmenghasilkan pendapatan yang cukup untesnenuhi
kebutuhan dasar dirinya sendiri atau rumah tanggany

4. Prasarana yang dapat menghasilkan pendapatarcykng.

5. Partisipasi seluruh penduduk yang meliputi dalamengambilan

keputusan dalam program-program penyedian bararagif dan jasa.

Pembangunan menurut Yayasan SPES (1992 :)1pd®bangunan
adalah suatu proses dalam memanfaatkan sumbemtayasia dan sekaligus
sumber daya alam dengan menyerasikan sumbga tdesebut dengan
manusia dalam pembangunan.Ada beberapa asumsiydagapmemahami dari

konsep ini :

1. Sebuah pembangunan harus berkelanjutan secara teemerus
sehingga prosesnya berkembang secara berkelanjutan.

2. Sumber daya alam dalam penggunaanya akan semdks d&hingga
menimbulkan ketidak seimbangan antara sumber dayasa dengan
sumber daya alam.

3. Lingkungan harus serasi dengan kualitas hidup yantara lain
tergambar dengan kualitas hidup sehingga dapat nekan tingkat
kematian dan harapan usia hidup.

4. Pembangunan berkelanjutan mengandalkan solid&dtas generasi.
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b. Pengertian Masyarakat, Pemberdayaan Dan Nelayan

1) Definisi Masyarakat

Manusia merupakan makhluk yang memiliki keinginamult menyatu
dengan sesamanya serta alam lingkungan di sekat@yaggan menggunakan
pikiran, naluri, perasaan, keinginan dan manusiambeei reaksi dan
melakukan interaksi dengan lingkungannya.Polaak&rsosial dihasilkan oleh

hubungan yang berkesinambungan dalam suatu maayarak

Menurut Selo Sumardjan ( 2004 : 65 ) masyarakdahdaang-orang yang
hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan.Dan uoterarl Marx
masyarakat adalah suatu struktur yang menderitay &@degangan organisasi
atau perkembangan akibat adanya pertentangan akedympok-kelompok
yang terbagi secara ekonomi.Masyarakat merupakenpldan manusia yang
relatif mandiri, hidup bersama-sama dalam waktugyeukup lama, tinggal di
suatu wilayah tertentu, mempunyai kebudayaan santa selakukan sebagian

besar kegiatan di dalam kelompok / kumpulan marnesszbut.

Soerjono Soekanto(2002 : 45 ) alam masyarakatad@tyh memuat unsur

sebagai berikut ini :

a) Beranggotakan minimal dua orang.

b) Anggotanya sadar sebagai satu kesatuan.

c) Berhubungan dalam waktu yang cukup lama yang meilgha manusia
baru yang saling berkomunikasi dan membuat atutaraa hubungan antar

anggota.
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d) Menjadi sistem hidup bersama yang menimbulkan kayamh serta

keterkaitan satu sama lain sebagai anggota masyarak

Berdasarkan pendapat ahli diatas dapat diketathwadalefenisi masyarakat
adalah kumpulan manusia yang relatif mandiri, hidappama-sama dalam waktu
yang cukup lama, tinggal di suatu wilayah tertemtempunyai kebudayaan sama
serta melakukan sebagian besar kegiatan di daldomgek manusia yang

memiliki 4 unsur dan 4 kriteria.

Jika dihubungkan dengan nelayan masyarakat yangaridkan merupakan
pencaharian hidup manusia yangsudah tua sekaliydvisat yang bermata
pencaharian sebagainelayan ini biasanya adalahana&sy yang hidupnya dekat
laut,sungai maupun danau. Pendek kata, masyarékgineatau yangbermata
pencaharian sebagai nelayan adalah masyarakathydagdekat air. Air itulah
yang digunakan sebagai sumber penghasilanatau idepgh kesehariannya.
Dalam kenyataannya, ada kalanyaseorang menjadikéditaga menangkap ikan
sebagai matapencaharian pokok dan ada pula yangya hathjadikan
sebagaikegiatan tambahan yang memungkinkannyar@sangkatkanpendapatan
untuk menopang hidup dan terpenuhinya yangdibutuhf@aMasyarakat nelayan
(Fisher Societydalam hal ini bukanhanya mereka yang dalam mendmadup
dan kehidupannya hanyabertarung-berperang melawaturan-benturan badai
siang danmalam hari, hanya sekedar mencari sesuapg Yybisa
menghidupikeluarganya. Mengingat manusia  hidup ndab-tengah

masyarakat,bukan hidup ditengah hutan, yang maearfingkungan besarsekali
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pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam na&syaMasyarakat nelayan
merupakan bagian dari masyarakatdaerah, artinydaladaasyarakat yang
mendiami daerah tertentu,berinteraksi memakai plala sistem budaya yang
sama, dan di ikuti oleh adat istiadat yang disefppakarsama. Sehingga
masyarakatnelayan dapat di katakan masyarakatdalag kehidupannyabersifat
homogen. Dalam artian tidak terlalu banyak variagilambidang-bidang
kehidupannya.Kehidupan sehari-hari masyarakat arlggng sifatnyatradisional,
dengan menggunakan perahu sampan dan dayung, mamekamendayung
sampan ketengah laut yang tidak terlepas olehlmntbadai lautan. Memang
kebanyakan orang-orang ataumasyarakat nelayanrgandiami pesisir memilih
penghidupansebagai nelayan, ini sebagian besarahadalerupakan suatu

penghidupan atau mata pencaharian yang turun-tensejak darinenek moyang.

2) Definisi Pemberdayaan
Merujuk pengertian pemberdayaan menurut Edi Suha(t®010 : 58 )

mengatakan bahwa pemberdayaan merujuk kepada lmagairkemampuan
seseorang Yyang ditujukan kepada kelompok rentan kiEompok lemah
sehingga mereka bisa memiliki kemapuan dan kekutdatam ( a ) mereka
memiliki kebebasan yang mencakup segala hal yaiebad dalam
mengemukakan pendapat, bebas dari kelaparan, bebakebodohan, bebas
dalam memperoleh kesehatan (b) mendapatkan sunsoenber produktif yang
bisa meningkatkan pendapatan dalam memperoleh dadam jasa yang

diperlukan.
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Jika dihubungkan dengan pemberdayaan terhadap rakayaelayan dapat
disimpulkan bahwa untuk pemberdayaan terhadap aelapitu memberikan
modal kemampuan agar masyarakat dapat mampu mesybkesh dirinya
sendiri, dengan memberikan pelatihan-pelatihanatiap sumber daya manusia
yang ada, juga pemberdayaan masyarakat nelayak om@ndapatkan perhatian
dari Pemerintah dan mendapatkan untuk dapat bamigkit mampu bersaing

dengan daerah yang ada di perkotaan.

3) Definisi Nelayan

Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya uokalakpenangkapan
ikan.Dalam perstatistikan kelautan dan perikanalayan adalah orang yang
secara aktif melakukan operasi penangkapan ikamangdryang melakukan
pekerjaan seperti membuat jaring, mengangkut &atigenangkapan ikan ke
dalam perahu atau kapal motor, mengangkut ikan garahu atau kapal
motor,tidakdikategorikan sebagai nelayan (SumbBepartemen Kelautan dan

Perikanan,2002).

Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya ukelakpenangkapan
ikan. Sedangkan defenisi untuk Nelayan Kecil adataang yang mata
pencahariannya melakukan penangkapan ikan untukemgmkebutuhan hidup
sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan bemokpaling besar 5 (lima)
gross ton (GT). ( Sumber : Undang-undang nomor 45 tahun 2@0flang
perikanan).

Menurut Subri (2005 : 37 -38 ) nelayan dibedakamjadd tiga kelompok,

yaitu nelayan buruh, nelayan juragan dan nelayaoraegan. Nelayan buruh
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adalah nelayan yang bekerja dengan alat tangkag ording lain. Sebaliknya
nelayan juragan adalah nelayan yang memiliki elagkap yang dioperasikan
oleh orang lain. Sedangkan nelayanPerorangan ade@yan yang memiliki
peralatan tangkap sendiri, dan dalam pengoperagatiak melibatkan orang

lain.

Sumberdaya nelayan dicirikan oleh pendidikan daerkenpilan yang rendah,
kemampuan manajemen yang terbatas. Taraf hidup udaekddesa pantai
yangSumberdaya nelayan dicirikan oleh pendidikan #&aterampilan yang
rendah, kemampuan manajemen yang terbatas. Tdgl benduduk desa pantai
yang sebagian besar nelayan sampai saat ini masitah, pendapatan tidak
menentu (sangat tergantung pada musim ikan), kelany masih memakai
peralatan tradisional dan masih sukar menjauhkarmali prilaku boros.(Sumber

: Departemen Kelautan dan Perikanan,2002).

Bahkan dengan mendefenisikan nelayan, justru sk sesederhana itu
karena banyaknya problema yang saling kait mengaatara lain, kondisi
geografis sang nelayan, keterampilan, modal darakketdayaan ekonomi
seharusnya menjadi bagian yang dipertimbangkanmdalendefinisian nelayan.
Faktor-faktor seperti kondisi geografis, modal, ekampilan misalnya tidak
mutlak menjadikan nelayan kecil harus menggunakapalk dalam kegiatan
penangkapan ikan. Bagaimana dengan nelayan yangngiap ikan hanya
dengan sampan kecil, atau hanya menebar jalarndigpi pantai, mancing di
pinggir pantai, atau juga apakah orang yang meramgg&suatu selain ikan di laut

tidak bisa di anggap sebagai nelayan seperti defirelayan dalam Undang-
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Undang Nomor45 Tahun 2009 tentang Perikanan, yamglari definisi nelayan

sebagai orang yang mata pencahariannya melakukamgleapan ikan.

Disini nelayan yang saya maksud adalah nelayansioadl yang mana
Penyebutan yang tepat menurut saya justru adalddyde Tradisional, yaitu
orang laki-laki dan perempuan yang menggunakanalgaibalat tangkap yang
masih tradisional yang mata pencahariannya menti@mhasil laut. Sebahagian
besar nelayan di Indonesia justru berada dalansipgsibagai nelayan tradisional
dan para nelayan tradisional inilah yang justruatlar dalam lingkaran garis
kemiskinan.Terkadang karena himpitan ekonomi pgsasa nelayan tradisional
ini berubahmenjadi nelayan buruh yang bekerja jagal-kapal penangkap ikan,
bagan, usaha budidaya (tambak, budidaya ikan) yaegjadikan kondisi
kemiskinan mereka semakin parah dan justru komsnigéayan tradisional inilah
yang seharusnya lebih banyak di selesaikan olehefetah sesuai dengan
pernyataan menteri kelautan dan perikanan sepadfa pwal tulisan ini. Karena
kalau tidak, maka undang-undang tersebut yang rakampkebijakan negara akan
mengakibatkan terjadinya proses pemiskinan dan atgrjadinya

kemiskinanstruktural.

Secara sederhana, kemiskinan itu bisa dikategorigtas 2 (dua)
kelompok besar, yaitu kemiskinan tempdtemporary poverty¥erta kemiskinan
struktural(structural poverty)lika dirincikan lagi, kemiskinan temporer ini adala
kemiskinan yang sifatnya sementara di mana suditdikamiskin, suatu kali bisa
melewati batas kemiskinan ke tahap sejahtera (wataumungkin tahap paling

awal di kelompok sejahtera).Intinya, kelompok yangsuk ke dalam kategori
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kemiskinan temporer ini masih memiliki peluang uwntmasuk ke wilayah

sejahtera walaupun tingkat sejahtera yangpalindaten

Lalu bagaimana dengan teori kemiskinan structymhg sepintas horor
jika menyebutnya berkali-kali, meski sebenarnyayang harus menjadi perhatian
khusus.Secara harfiah, kemiskinan struktural inalad suatu kondisi di
manasekelompok orang berada di dalam wilayah kemaisk dan tidak ada
peluang bagi mereka untuk keluar dari garis keméki bahkan juga anak-
anaknya.Mereka terjebak dalam lingkaran setan kenmais, dan bisa dikatakan
mengalami kemiskinan abadi.Bayangkan, jika seoramtpyan miskin tidak
memiliki biaya untuk memberikan gizi yang cukup,pahak-anak mereka, yang
lebih dari satu jumlahnya. Masalahnya tidak akasederhana ini, dampaknya
selain terganggunya kesehatan mereka, juga akaarumkan tingkat kecerdasan
berfikir dan emosinya. Lalu ketika mereka besameka tak bisa merasakan
pendidikan yang normal di bangku sekolah, bisa jadreka akan terus berada
dari lintasan kebodohan dan kemiskinan, dan bdiagkan stay dan terjebak ke

dalam kemiskinan bahkansampai ke anak-anaknya.

Sekedar diketahui, secara teoritis, paling tidak &d(dua) hal yang
membuat anak tidak cerdas, yaitu (1) gizi yang lseknasa balita, serta (2)
pendidikan yangmemadai.Kemiskinan yang terjadiedighh-tengah masyarakat
nelayan, bisa kita petakan dalam dua paradigmatsauE normatif-teologis dan
struktural-sosiologis.Paradigma pertama beranglkai @asumsi bahwa miskin-
kayanya atau susah-senangnya seseorang sudah imsmjathn takdir Yang

MahaKuasa.
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Kemiskinan yang melanda masyarakat nelayan diangghpgai takdir
llahi dan karenanya banyak orang yang berpanglkgatahanya bergantung pada
nasib.Mereka tidak mau berusaha mencari nafkahkumemenuhi kebutuhan
hidup.Jika menemui kegagalan, mereka juga mudatyenain.Sedang paradigma
kedua, yaitu struktural-sosiologis, berasumsi bakemniskinan yang menimpa
masyarakatnelayan disebabkan oleh sistem atautwstrpélitik yang cenderung
berpihak kepada kelompok-kelompok tertentu.Kebijakzerekonomian yang
diterapkan Pemerintah hanya berorientasi para pemddal sehingga yang kaya
menjadi semakin leluasa mengendalikan pasar, yasgimmsemakin terhimpit
dan tertindas.Jika kedua paradigma itu digabungkeaka masyarakat nelayan
miskin itu tidak hanya karena nasib, tetapi juga &aktor luar, yaitu kebijakan
ekonomi yang tidak adil.Jika ada nelayan yang neetalh berusaha maksimal
dalam memenuhi kebutuhan hidup, namun tetap datamdi& memprihatinkan,
ini tidak berarti semata-mata karena suratan takeliapi ada yang tidak beres
dalam sistem dan kebijakan perekonomian.Apakahk#@tena monopoli, atau
praktik-praktik korupsi dan kolusi.Berbagai penyed@gan dan kejahatan pun
berlangsung secara sistematis sehingga tidak tarppé&ku sebenarnya. Ini
adalah konspirasi tingkat tinggi: satu sama lalmganenikmati, saling menutupi

dan saling menyelematkan.

Kondisi kemiskinan struktural ini terjadi di hampgemua kampung
nelayan yang ada di Indonesia dan pembiaran tegphkdadisi ini merupakan
bagian dari kejahatan kemanusiaan dan pelanggsedmdap Hak Asasi

Manusia(HAM) dimana negara harus bertanggungjawglalagi negara
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(Pemerintah) telah diamanatkan di dalam pembukaarbdtang tubuh Undang -

Undang Dasar tahun 1945.

4) Karakteristik Masyarakat Nelayan

Nelayan untuk selanjutnya dapat berhimpun dalantuskalompok dan
organisasi yang mampu memperjuangkan kepentingaaka. Disini tidak ada
pretensi untuk selalu membentuk koperasi nelayareniga apapun bentuk
organisasi yang ada, jaminan kepentingan sosiahako nelayan adalah hal
paling penting. Kehadiran organisasi tersebut dibleain dapat menjadi institusi
alternatif, selain institusi patron klien seperéing selama ini telah mengakar

(Satria 2002 : 22).

Dalam pemberdayaan nelayan secara struktural maukuwltural,
perludipahami adanya keunikan karakteristik sogialayan yang tentunya
menuntut adanya pendekatan pemberdayaan yang wmékNpmun bentuk-
bentuk pendekatan yang unik tersebut pun tidaktdiganeralisasi untuk seluruh
konteks kehidupan nelayan, pengetahuan modern Waagmiliki seringkali
dianggap segala-galanya dan ampuh untuk mengagdsadri persoalan teknis
dan sosial yang dihadapi nelayan, padahal nelayamiliki sistem pengetahuan

tersendiri yang penting dijadikan bahan atau bb&gl pemberdayaan.

2. Upaya dan kendala Pemberdayaan Masyarakat

a. Upaya Pemberdayaan Masyarakat

Kartasasmita dalam Sumaryadi (2005:150) mengemukalkéwa upaya

memberdayakan masyarakat harus dilakukan meldtigsd fase:
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1) Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkartenso
masyarakat berkembang, kondisi ini didasarkan paslansi bahwa
setiap individu dan masyarakat memiliki potensi gamapat
dikembangkan.

2) Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki rakyatghn menerapkan
langkah-langkah nyata, menampunng berbagai masukanyediakan
sarana dan fasilitas yang dapat diakses oleh lapisasyarakat yang
paling bawah.

3) Memberdayakan masyarakat dalam arti melindungi daembela
kepentingan masyarakat lemah. Dalam proses pemjaenda
masyarakat harus dicegah jangan sampai lemah lmtatemah atau

makin terpingkirkan dalam mengahadapi yang kuat.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwaandalproses
pemberdayaan masyarakat harus melindungi masyarakgtlemah, agar yang
lemah jangan tertindas oleh orang yang kuat tegnikgn oleh yang kuat. Oleh
sebab itu pemihakan/perlindungan terhadap yangHheamaat penting dalam

proses pemberdayaan masyarakat.

Dalam Peraturan Gubernur Sumatra Barat Nomor 6@ 2005 Tentang
Pedoman Umum Program Terpadu Pemberdayaan MasyadakBlagari
prioritas pada mengemukakan bahwa strategi yarguaakan dalam rangka

peningkatan upaya pemberdayaan masyarakat meliputi:
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1) Meningkatkan koordinasi dan keterpaduan berbagéioseyang
berfungsi memberdayakan masyarakat.

2) Meningkatkan kesadaran, kemampuan, kemandirian,képedulian
masyarakat dalam pembangunan dan mengutamakan pétdn
masyarakat.

3) Meningkatkan peran wirausaha sebagai pelaku ekonaoian
menggerakkan roda perekonomian.

4) Mendorong pengusaha skala menengah dan besar ooibantu
wirausaha kecil atau ekonomi mikro dalam bidang dpksi,
pengolahan dan pemasaran hasil melalui berbagaiypolg sesuai.

5) Mengembangkan kapasitas organisasi masyarakat lakalk
mempercepat proses moderenisasi di bidang ekonteknologi,
pelestarian budaya minang kabau dan budaya lanmgyeRdaan sumber
daya alam dan lingkungan hidup serta solidaritasakanasyarakat
setempat.

6) Menumbuh kembangkan usaha-usaha masyarakat yaal add agar
mampu bersaing dalam era globalisasi saat ini. f®um Pergub

Sumbar Nomor 66 Tahun 2005)

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwategtr yang dapat
dilakukan dalam melaksanakan upaya pemberdayaagam&at merupakan
suatu upaya untuk memandirikan masyarakat sertangiaatakan kesadaran
untuk maju dan berkembang sehingga dapat terl@dandpembangunan , agar

dapat bersaing dengan perkembangan masa.
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b. Kendala Pemberdayaan Masyarakat :

Kartasasmita dalam Sumaryadi (2005:65) mengemukakahhal yang
merupakan kendalaterhadap pengembangan atau pelaks&ebijakan yang
mendukung atau memampukan Pemberdayaan Masyayakat, a) Kurangnya
pemahaman atau komitmen yang sungguh-sungguh, bb&tan Kebijakan
Keuangan, c) Jangka waktu yang dibutuhkan bagibadsan di tingkat yang lebih
tinggi, d) Diversifikasi budaya, ekonomi, geografsiku bangsa, e) Struktur,

Fungsi dan Perilaku Pelayanan Umum. Berikut pesgeiga :

a) Kurangnya pemahaman atau komitmen yang sunggutgsbng

Walaupun sebagian besar pemegang kendali, ternm@sufusun kebijakan,
dapat mendukung dasar-dasar Pemberdayaan Masyadkat memiliki
pemahaman yang umum tentang persyaratannya, haambyupt keputusan dapat
kembali kependekatan top-down. Hal ini bisa terjealiena kurang memahami
bagaimana memberdayakan masyarakat, atau sudahharemgetapi pada saat

dimana terasa ada krisis dan/atau tekanan swkudian.

b) Hambatan Kebijakan Keuangan

Kekakuan sistem penganggaran proyek serta sistimgaweasan keuangan
negara yang sangat kurang fleksibilitasnya danhldberfokus pada aspek
administrasi dan pencapaian target fisik semataatamelihat proses yang terjadi.
Selain itu pula, kelompok masyarakat kurang merrgbpenggunaan dana-dana

pusat (DIP sektoral) dan dana transfer (sepertieB)p Mungkin tidak cukup
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dukungan keuangan bagi Pemberdayaan Masyarakatsulater-sumber daya
lokal, baik disebabkan oleh rendahnya tingkat peyutan pajak, rendahnya
tingkat pengendalian ‘dana hibah' dari pusat atadahnya tingkat komitmen
pemerintah daerah untuk mengalokasikan sumberdayenntah setempat bagi
usaha Pemberdayaan Masyarakat. Sumberdaya magyasekaliri dapat
digerakkan sampai ke tingkat tertentu tapi nampakmakan membuktikan

rendahnya kualitas penanganan input dan dukungan.

c) Jangka waktu yang dibutuhkan bagi perubahan dikainggang lebih

tinggi.

Ada kecenderungan dari program-program Pemberdayayarakat untuk
melupakan bahwa perubahan-perubahan di tingkatl ltkgauh lebih mudah
diperkenalkan, dan bahwa resistensi(penolakanpgkat yang lebih tinggi akan
lebih besar sampai tingkat pemahaman dan komitraeg yulus untuk berubah

dapat diperkenalkan kepada penyusun kebijakan.

d) Diversifikasi budaya, ekonomi, geografis, suku g

Ada keprihatinan bahwa kebijakan yang dikembangkatuk mendukung
Pemberdayaan Masyarakat tidak akan cukup fleksiipélk mengakomodasi
kondisi geografis, tingkat ekonomi dan budaya yarerbeda-beda. Harus
diperhatikan bahwa kebijakan yang memungkinkargptetidak menghalangi
proses adaptasi yang dibutuhkan untuk memastikestegi Pemberdayaan

Masyarakat yang tepat, diteruskan di tingkat lokal.
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e) Struktur, Fungsi dan Perilaku Pelayanan Umum

Sistem perencanaan dan kepemimpinan pembangungntggusat selama
tiga puluh dua tahun, telah melahirkan tenaga pel@ay umum tingkat lapangan
yang terbiasa mengikuti instruksi dari pusat. Akilya mereka tidak terlatih
untuk mengembangkan, melaksanakan, mengevalugsinserubah suatu proyek
di tingkat daerah. Inovasi dan pengambilan keputudah staf tingkat lapangan
tidak pernah dihargai; sehingga mereka mengalamsulitan berperan sebagai
fasilitator dalam kelompok masyarakat, yang kemudmempromosikan dan

mempertahankan kegiatan-kegiatan yang dihasilkan.

3. Program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP)

Menurut Keputusan Direktur Jenderal perikanan Tapgkomor KEP.15/DJ-
PT/2011,Tentang Pedoman Teknis Program Nasionab&elalyaan Masyrakat
Mandiridalam rangka pelaksanaan PUMP. Pengembddgaha Mina Perdesaan
Perikanan Tangkap yang selanjutnya disebut PUMPlaladdagian dari
pelaksanaan program PNPM Mandiri melalui bantuandahausaha dalam
menumbuh kembangkan usaha perikanan tangkap sesugéan potensi sumber
daya ikan.berikut adalah penjelasan mengenai afaksn program PUMP,
Sosialisasi PUMP, Pengembalian Pinjaman dalam Pat@an Program PUMP

tersebut, dan pemanfaatan bantuan PUMP.

a. Pedoman PUMP
Pelaksanaan PUMP diselaraskan dengan Rencana Rpmban Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategisis{Rg¢ Kementerian
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Kelautan dan Perikanan Tahun 2010-2014. Oleh kaitenaulai tahun 2011

kegiatan pemberdayaan nelayan dikoordinasikan detektorat Jenderal

Perikanan Tangkap sebagai kelanjutan pembinaalyamel@enerima BLM pada
kegiatan PNPM Mandiri Kelautan Perikanan tahun 2B0®0 yang dalam hal ini
dilaksanakan Direktorat Pengembangan Usaha Penaengkaan. Pelaksanaan
PUMP Perikanan Tangkap kedepan menjadi kerangkdakeb dan acuan

pelaksanaan berbagai kegiatan penanggulangan Kearisk khususnya

pemberdayaan usaha nelayan skala kecil berbasisd&s/an.

Tujuan PUMP adalah sebagai berikut :

1) Meningkatkan kemampuan dan pendapatan nelayan unelal
pengembangan kegiatan usaha nelayan skala kegierdiesaan sesuai
dengan potensi sumberdaya ikan.

2) Menumbuhkan kewirausahaan nelayan di perdesaan;

3) Meningkatkan fungsi kelembagaan ekonomi nelayanjadefejaring atau
mitra lembaga keuangan dalam rangka akses ke patamd

Indikator Keberhasilan Indikator keberhasilan otrtpu

1) Tersalurkannya danaBLMPUMP kepada KUB (kelompokhadaersama)
sebagai modal untuk melakukan usaha produktif pgkean ikan.

2) Terlaksananya fasilitasi penguatan kapasitas darakguan sumber daya
manusia pengelola KUB melalui pendampingan.

Indikator keberhasilan outcome:
1) Meningkatnya pendapatan nelayan anggota KUB dalarasbha sesuai

dengan potensi sumberdaya ikan.
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Berkembangnya kewirausahaan KUB.

Sedangkan Indicator benefit dan Impact antara lain:

1)
2)

3)

Berkembangnya usaha penangkapan ikan di lokasi PRUMP
Berfungsinya KUB sebagai lembaga ekonomi nelaydok@isi PUMP.

Berkurangnya jumlah nelayan miskin di lokasi PUMP.

Ruang lingkup kegiatan PUMP meliputi:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)

Sosialisasi dan Koordinasi Kegiatan.

Identifikasi, seleksi, verifikasi dan penetaparooakUB penerima BLM.
Rekrutmen tenaga pendamping.

Pelatihan, Tenaga Pendamping.

Penyusunan dan Pengusulan RUB dan dokumen admaghistr
Penyaluran BLM.

Pendampingan.

Pembinaan dan pengendalian.

Pemantauan dan evaluasi.

10)Pelaporan.

Penentuan KUB Calon Penerima BLM KUB calon peneridema BLM

diprioritaskan Kelompok Nelayan Penerima BLM PNPMarMiri Kelautan

Perikanan TA. 2009/2010, dan memenuhi kriteria gablaerikut:

a.

b.

Beranggotakan minimal 10 orang yang memiliki usapakok
penangkapan ikan.

Kelembagaan dan usaha masih akitif;
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Pengurus KUB adalah nelayan dan bukan PNS dan/aizarat
Desa/Kelurahan.

Berdomisili di desa setempat.

Pada setiap Kabupaten/Kota lokasi PUMP, ditetapkafempat) sampai

dengan 15 (lima belas) KUB Perikanan Tangkap per@edana BLM (dalam 1

(satu) desa/kelurahan maksimal 3 (tiga) KUB calengpima BLM). KUB yang

akan diusulkan sebagai calon penerima dana BLMshawengisi formulir usulan

yang diketahui oleh Tenaga Pendamping.

Tahapan Pengusulan KUB Calon Penerima BLM

1)

2)

3)

4)

5)

Dinas Kabupaten/Kota dibantu tenaga pendamping kuledan
identifikasi, seleksi dan verifikasi KUB calon peinea BLM dengan
mengacu kepada kriteria yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil identifikasi, seleksi dan vead$ik Dinas
Kabupaten/Kota mengusulkan KUB calon penerima BLE Rinas
Provinsi, tembusan kepada Direktur Jenderal.

Dinas Provinsi setelah check list dokumen melakukaapitulasi dan
mengusulkan calon penerima BLM kepada Direktur éeaid
Berdasarkan usulan dari Kepala Dinas Provinsi, &8lgrikanan Tangkap
melakukan verifikasi dokumen KUB calon penerima BEMMP.

Pokja Perikanan Tangkap melakukan koordinasi dakramisasi terhadap

seluruh usulan dari Kepala Dinas Provinsi.

Penetapan KUB Penerima BLM PUMP Berdasarkan usykamg telah

diverifikasi oleh Pokja Perikanan Tangkap, Direklenderal mengusulkan KUB
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calon penerima BLM kepada Menteri untuk ditetapkaelalui Keputusan
Menteri.

Penetapan Tenaga Pendamping PUMP Tenaga Pendaedpiat) orang yang
mempunyai keahlian/pendidikan di bidang perikanan Herpengalaman dalam
pembinaan kelompok nelayan sebagai penyuluh PN&&taygwadaya.Tenaga
Pendamping tinggal di lokasi penerima BLM-PUMP daendampingi KUB
secara terus menerus selama berlangsungnya PUMRagd ePendamping
diusulkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota ditedaaploleh Kepala Dinas
Provinsi, diprioritaskan direkrut dari Tenaga Pengdang PNPM Mandiri
Kelautan dan Perikanan tahun 2009/2010.

b. Pedoman penyaluran

Pengesahan RUB (Rencana Usaha Bersama)

a) RUB disahkan melalui musyawarah/rapat anggota

b) RUB ditandatangani oleh Ketua KUB dan persetujuaetu atau
sekretaris Tim Teknis sebagai dokumen PUMP

¢) RUB dan dokumen administrasi pendukung dibuat rapdgk (dua) asli, 1
(satu) untuk Tim Teknis dan 1 (satu) untuk Pokjaikdean Tangkap
meliputi : Nama KUB, nomor rekening KUB, Perjanjierjasama (PK),
Surat Perintah Kerja (SPK) bermeterai Rp. 6.00@akta integritas, dan
Kuitansi/bukti pembayaran bermeterai Rp. 6.000geulikasi oleh Tim
Teknis dan dituangkan dalam BA (Formulir 5). RUBnddokumen

administrasi pendukung yang telah diverifikasi ol€m Teknis dan
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dinyatakan memenuhi syarat (lengkap dan benar)njsétga dibuat

rekapitulasi dokumen.

Dokumen Administrasi Pendukung Penyaluran Dana BLMP

1. Administrasi pendukung Penyaluran Dana BLM PUMRagisan oleh KUB

calon penerima BLM PUMP dibantu Tenaga Pendampielgourti :

a.

b.

C.

Usulan KUB menjadi penerima BLM PUMP (Formulir 1).

Nomor rekening bank aktif atas nama KUB

Perjanjian Kerjasama (PK) antara KUB dengan PejaBatmbuat
Komitmen (PPK) ditandatangani oleh Ketua KUB beeratRp. 6.000,-
(Fomulir 7)

Surat Perintah Kerja (SPK) PPK Satker Pengembangsaha
Penangkapan Ikan kepada KUB ditandatangani olehuaKeKUB
bermeterai Rp. 6.000,- (Fomulir 8);

Berita Acara (BA) Serah Terima Uang ditandatangdeh Ketua KUB
(Fomulir 9);

Pakta Integritas (PI) yang ditandatangani oleh K&UWB (Fomulir 10);
Kuitansi ditandatangani oleh Ketua KUB dan diketableh Tim Teknis
senilai dana BLM PUMP yang diterima oleh KUB beremat Rp.6.000,-
(Fomulir 11); h.RUB KUB yang ditandatangani Ketud & disetujui oleh
Tim Teknis (Formulir 2); i.Fotocopy KTP (Ketua d&endahara) dan

fotocopy buku tabungan KUB.

2. Administrasi pendukung yang disiapkan oleh Tim Tigeldan Tim Pembina

meliputi:
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a. Data rekapitulasi RUB KUB (Fomulir 3, dan 4);
b. Berita Acara (BA) verifikasi dokumen administragngairan dana BLM

PUMP (Fomulir 5, dan 6).

Verifikasi Dokumen KUB

1. Verifikasi terhadap RUB dan dokumen administraginiga dilakukan oleh

Tim Teknis antara lain meliputi :

a. RUB dan dokumen lainnya ditandatangani Ketua KUBgad® stempel
KUB (apabila KUB tidak mempunyai stempel maka RUdh dlokumen
lainnya tidak distempel);

b. Nama rekening harus atas nama KUB yang dibuka d&leua dan
bendahara. Penulisan alamat kantor cabang daruaiabank harus jelas
serta nomor rekening tidak boleh salah;

c. Penjumlahan dana BLM PUMP dalam RUB tidak melebotal bantuan
Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

d. Pembetulan tulisan dan/atau angka yang salah dalaB dan dokumen
administrasi dapat dicoret ditempat yang salah kikamuditulis perbaikan
dan dibubuhi paraf;

e. Kuitansi pembayaran dana BLM PUMP tidak diperkemankada
kesalahan;

f. Dokumen administrasi lainnya (PK, SPK, BA, Kuitarddan PI) diisi dan
ditandatangani oleh Ketua KUB;

g. RUB dan dokumen administrasi lainnya diajukan kepdim Teknis

untuk memperoleh persetujuan;
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h. Tim Teknis membuat berita acara pelaksanaan vasifidan rekapitulasi
RUB KUB;

i. RUB dan dokumen administrasi pendukung yang bel@memuhi syarat,
dikembalikan kepada KUB melalui Tenaga Pendampirigkudiperbaiki;

j. RUB yang sudah disetujui oleh Tim Teknis besertiudwen pendukung
lainnya dibuat rekapitulasi dokumen (softcopy dardhopy) bersama

berita acara verifikasi dikirim kepada Tim Pembina.

Proses penyiapan penyaluran dana BLM.

a. Melakukan proses penyaluran dana BLM kepada KUBaluelPPTK
sesuai dengan persyaratan dan kelengkapan dokuraeg jelah
ditetapkan.

b. Penyaluran dana BLM dilakukan dengan mekanisme Bganan
Langsung (LS) ke Rekening KUB;

c. PPTK menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) berraatBp. 6.000,-
kepada KUB;

d. PPTK mengajukan Surat Permohonan Pembayaran lagpgsun

e. (SPP-LS) kepada Pejabat Penguiji Penerbit  SPM;Rejaba
Penguji/Penandatangan SPM mengajukan Surat PeriMambayar
Langsung (SPM-LS) ke Kantor Pelayanan Perbendamafdagara
(KPPN) Jakarta | dengan melampirkan :

f. Ringkasan atau resume surat Perjanjian Kerjasamg gldandatangani

oleh PPTK;
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g. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) gdagdatangani
oleh PPTK atas nama KPA (Form 12);
h. Rekapitulasi pembayaran kepada KUB penerima darid BUMP yang
ditandatangani oleh KPA dan diketahui oleh Pej&®atandatangan SPM,;
i. Ringkasan Keputusan Menteri tentang Penetapan KBBerfina dana
BLM PUMP;
j. Berdasarkan SPM-LS, KPPN Jakarta | menerbitkan SR2Dekening
KUB melalui Bank Operasional KPPN sesuai ketentusnhaku.
c. Pengembalian Pinjaman PUMP
Nelayan yang menerima bantuan wajib mengembalikajampan tersebut
kepadaPUMP dengan cara mencicil setiap hari/ sgiiggng melaut , sampai
pinjaman nelayan dinyatakan lunas oleh pihak PUNEtU sejumlah pokok
pinjaman ditambah dengan jasa sebesar 1 % ( segarpgper bulan dari nilai
pokok pinjaman.Besarnya jumlah cicilan setiap hegtiap pulang melaut adalah
minimal 10%( sepuluh persen ) dari nilai total pexgn hasil tangkapan.

Minimal masayrakat nelayan harus melunasi 75 %Riajaman yang diberikan.

d. Pemanfaatan bantuan PUMP
Dana BLM PUMP dimanfaatkan sebagai modal usaha ciaggUB
sesuai dengan RUB, dikelola dengan baik dan berketm oleh pengurus KUB.

Prosedur penarikan dana BLM dan pemanfaatannygaietarikut.

1) Prosedur Penarikan Dana BLM-PUMP
a) Pengurus KUB menginformasikan kepada seluruh aagbahwa dana

PUMP telah masuk ke rekening KUB.
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b) Pengurus KUB meminta kepada seluruh anggota unarentukan jadual
penarikan sesuai dengan RUB.

c) Penarikan dana BLM dari Kantor Bank Cabang/Unit iBdenyalur
dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kebuyaing disepakati
pada Rapat Anggota.

d) Penarikan dana BLM PUMP harus ditandatangani oledtu& dan
Bendahara serta dilaporkan kepada Tim Teknis.

e) Dana BLM PUMP disalurkan kepada anggota sesuai RdiBelola
dengan baik oleh pengurus KUB agar berkelanjutan.

2) Prosedur Pemanfaatan Dana BLM-PUMP

a) Dana BLM dimanfaatkan untuk pengembangan usahauktibdsesuai
RUB.

b) Setiap transaksi dilaksanakan secara transparadibiakukan serta bukti
transaksi harus disimpan secara tertib oleh Bemdaha

c) Dana BLM harus ditumbuhkembangkan secara berkdtmjoleh KUB
sebagai modal dasar Unit Usaha simpan pinjam, urselnjutnya
dikembangkan oleh pengurus KUB menjadi Lembaga Hgaa Mikro
dan/ atau koperasi.

e. Tenaga Pendamping TPD BLM-PUMP

Tenaga Pendamping adalah orang yang mempunyaiiegendidikan di
bidang perikanan dan berpengalaman dalam pembikatompok nelayan
sebagai penyuluh PNS/ swasta/swadaya.Tenaga Peimgatmggal di lokasi

penerima BLM-PUMP dan mendampingi KUB secara temenerus selama
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berlangsungnya PUMP. Tenaga Pendamping diusulkah d&lepala Dinas
Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Kepala Dinas Prayvidiprioritaskan direkrut
dari Tenaga Pendamping PNPM Mandiri Kelautan damik&@san tahun

2009/2010.

TPD bertugas :

1) Melakukan identifikasi kelayakan rencana usaha Kt#on penerima
BLM,;
2) Memberikan bimbingan manajemen usaha penangkapan ik
3) Membantu dan mendampingi KUB dalam penyusunan RaBdbkumen
administrasi lainnya;
4) Membantu memfasilitasi kemudahan akses terhadamgaedan usaha,
sarana produksi, teknologi dan pasar;
5) Membantu memecahkan permasalahan yang dihadapiKblBh
6) Membantu KUB dalam membuat laporan perkembangan PUekuali
pedoman teknis;
7) Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan pendgapisetiap bulan
sesuai pedoman teknis.
f. Penyuluh Perikanan Tenaga Kontrak PPTK BLM-PUMP
PPTK bertugas untuk memonitoring, mengawasi kegiatdayan, melakukan
penyuluhan mengenai program terhadap kelompok aejayiemberikan laporan
rutin bagaimana perkembangan kelompok yang sudamtli dan melaporkan

permasalahan yang dihadapi nelayan.
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B. Kerangka Konseptual

Program BLM-PUMPmerupakan kegiatan pemberian peataod untuk
kelompok nelayan, yang bertujuan untuk memberikasekpatan kepada
masyarakat nelaya meningkatkan ekonomi melalui @esmah modal usaha.
Program BLM-PUMPtelah dilaksanakan di Kecamatan JWrai Kabupaten
Pesisir Selatan yang beribukotakan Kota PainanarDgbelaksanaan kegiatan
BLM-PUMP di daerah ini banyak masyarakat yang kakgan dana untuk
mencukupi kebutuhan sarana dan prasarana yang bedkgn keterbatasan
ekonomi terhadap nelayan.

Karl E. Case (2004: 412) dalam buku Prinsip-PrinElkonomi Makro
memberikan penjelasan mengenai kemiskinan bahwaiskeran menjadi
penyebab berlanjutnya kemiskinan karena negararmegang miskin tidak
mampu berhemat dan berinvestasi secara memadak umeénghimpun stok
modal yang akan membantu mereka bertumbuh.

Dapat diketahui bahwa masyarakat yang miskin tekd&lu diakibatkan oleh
masyarakat yang malas, atau tidak mencari pekerjdasyarakat yang miskin
juga disebakan oleh petinggi negara tersebut ydmud snemperkaya diri sendiri
dan tidak sepenuhnya menjalankan tugasnya dalansejaérerakan rakyat.
Kemiskinan yang menimpa masyarakat Kelautan dankd™@m merupakan
masalah pokok nasional yang penanggulangannya hauogdi prioritas utama.
Dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan gusmhangunan ekonomi
nasional berbasis kelautan dan perikanan secagauag maupun tidak langsung

dilaksanakan untuk percepatan pengentasan keramskin
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Kenapa membahas kemiskinan adalah karena masyamakatan identik

dengan kemiskinan yang disebabkan oleh masyaradagatami kendala dalam

masalah sarana dan prasarana untuk melaut yangakieatikan hasil tangkapan

dari hasil laut sering mengecewakan yang mana miemalayan mayoritas

merupakan mata pencaharian dari masyarakat peBsimasalahan mendasar

kualitas masyarakat kelauatan dan perikanan yaegyebabkan kemiskinan

adalah kurangnya akses pemodalan, pasar dan tgknolo

Kerangka konseptual merupakan kerangka berpikiandaimenggambarkan

Kerangka konsep yang akan diteliti. Berangkat t#dr belakang masalah dan

kajian teorits, maka kerangka konseptual peneliiiain dapat dilihat dalam

diagram berikut :

Gambar 2.1
Kerangka Konseptu

al

Program kementrian Kelautan dan Perikanan

BLM-PUMP

A 4

Dilaksanakan Oleh Pemerintah Daerah, Dinag
Kelautan dan Perikanan di Kecamatan IV Jurai K

Pesisir Selatan

ab

\ 4

A\ 4

A4

Pelaksanaan
Program PUMP

Dampak
Pelaksanaan
Program PUMP

Kendala
Pelaksanaan

Program PUMP

Upaya
mengatasi kendald
Program PUMP
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Dapat dilihat bahwa program BLM-PUMP merupakan paog dari
Pemerintah pusat yaitu kementrian Kelautan dark&wain dan dilaksanakan oleh
Pemerintah Daerah di Kecamatan IV Jurai KabupatesisP Selatan. Dalam
penelitian ini penulis akan melihat bagaimana pEakan dari Program PUMP |,
bagaimana dampak dari pelaksanaan Program PUMRinbaga kendala yang di
hadapi dalam Pelaksanaan Program PUMP, dan bagainpaya yang dilakukan
dalam mengatasi berbagai macam kendala yang ditelalaim Pelaksanaan

Program tersebut.
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BAB V
PENUTUP

Berdasarkan temuan peneliti dan pembahasan yaaly détemukakan pada

BAB IV sebelumny, maka pada BAB V ini akan dikemkda kesimpulan dan

saran dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Progantuan Langsung

Masyarakat Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (BLWPPUdi Kecamatan

IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Masyarakgeféangan Usaha

Mina Pedesaan di Kecamatan IV Jurai dimulai padeurta2011 dengan
didampingi oleh Tenaga Pendamping dan di ketateh #&lepala Kampung.
Untuk membuat RUB masyarakat nelayan didampingih oleenaga
Pendamping, jumlah bantuan yang diberikan sebardy¥lt / kelompok,
kelompok membukak rekening di bank nagari/BRI,n@hayidak menerima
bantuan berupa uang, melainkan berupa barang sdengan RUB yang
mereka usulkanpenyaluran bantuan langsung dibeki#gpada setiap anggota
kelompok berupa sampan, mesin robin, jaldoabher. Bantuan tersebutdapat
menunjang perekonomian nelayan dalam mendapatkgkapan ikan lebih
banyak.

. Dampak Program Bantuan Langsung Masyrakat Pengeabddsaha Mina
Pedesaan dapat merubah perekonomian masyarakgameteperti nelayan
dulunya melaut dengan meminjam sampan, sekaraagaretersebut sudah

mempunyai sampan sendiri. Program Bantuan LangstMapsyrakat
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Pengembangan Usaha Mina Pedesaan di KecamatarrdVsdidah berjalan
dan terlaksana sampai kesasaranya dan nelayan ry@mgpdi sasaran
program tersebut sudah mendapatkan hasil atas dsahkerja keras untuk
menyambung hidup yang lebih berdaya dan mandiri.

3. Kendala dalam program pengembangan usaha mina gaedeadalah
pelaporan oleh Tenaga Pendamping ke Penyelenggarguleh Tenaga
Kontrak, kendala dalam sosialisasi program ProgPamgembangan Usaha
Mina Pedesaanadalahkehadiran kelompok masyarakgtanesangat kurang
dalam mengikuti sosialisasi, kendala dalam penggambapinjaman,
kurangnya minat masyarakat untuk mengembalikanamian, masyarakat
beranggapan bantuan tersebut adalah bantuan |epas ngenurut mereka
tidak perlu untuk dikembalikan.

4. Upaya Pelaporan dari Tenaga Pendamping ke PenRraukanan Tenaga
Kontrak yang dilakukan adalah Penyuluh Perikananaga Kontrak telah
melakukan teguran kepada Tenaga Pendamping untotbenikan laporan
rutin, upaya sosialisasi yang dilakukan adalah negikén sosialisasi secara
pribadi kepada setiap anggota kelompok nelayanyaupang dilakukan
Pengembalian Pinjaman adalah terus memberikan peraerk kepada
kelompok nelayan bahwa bantuan yang diberikan adaéntuan bergulir
yang bukan secra cuma-cuma diberikan kepada kelomglayan.

B. Saran

Menurut hemat penulis, ada beberapa hal yang digeikomendasikan untuk

peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan askdtalgai berikut :
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1. Kepada Dinas Kelautan dan Perikanan KabupateniP8gkatan selaku dari
pelaksana program, saran yang dapat diberikan ulefoik meningkatkan
efektifitas pelaksanaan program Bantuan Langsungy®takat Pengembangan
Usaha Mina Pedesaanagar tidak terpaku pada peddekanis Bantuan
Langsung Masyarakat Pengembangan Usaha Mina Pedasiapusat, karena
dinas terkait lebih mengetahui kondisi dan kebutumasyarakat nelayan yang
ada didaeranya.

2. Membina masyarakat nelayan yang mendapat bantwanaPn Pengembangan
Usaha Mina Pedesaanagar dapat menggunakan baetsebut sesuai dengan
proposal yang telah diajukan.

3. Saran diberikan kepada Penyelenggara Penyuluh défaigtrak dan Tenaga
Pendamping dalam pelaksanaan BLM PUMP di KecamdtanJurai,
Kabupaten Pesisir Selatan adalah koordinasi meampdial yang sangat
penting, diharapkan pada Tenaga Pendamping dareleeggara Penyuluh
Tenaga Kontrak untuk lebih profesional dalam memk&n kegiatan program
tersebut, karena jika hubungan pribadi di bawa ppeleerjaan maka hal
tersebut akan mempengaruhi hasi dari sebuah kegidag dilaksnakan.
Selain itu, alasan masyarakat yang lebih memerdimgkelaut dari pada
mengikuti sosialisasi kegiatan/pelatihan — pelatjheeharusnya dijadwalkan
selama hari — hari tidak bekerja, seperti ; periggj@ menangkap ikan (terang
bulan) atau cuaca buruk.

4. Saran untuk Dinas terkait jika memberi bantuanharus dikontrol terus,

diawasi terus bagaiman perkembanganya dimasyanaksé/nya dilapangan
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kalau memang bantuan tersebut sudah berjalan aindgm, itu harus dipantau
kelapangan apakah batuan diberikan memiliki kendtda kekurangan, maka
kekurangan itu haru ditambah atau dipenuhi jaditlzam tersebut tidak

tersendak.
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